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ABSTRAK

Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini terus mengalami
peningkatan di Indonesia, yang dimana akibat dari perbuatan tersebut sangat luas serta
sangat menyengsarakan rakyat. Salah satu regulasi yang memikirkan tentang rakyat
adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan terdapatnya
regulasi ini diharapkan bisa menghindari terbentuknya perbuatan tindak pidana dibidang
korupsi. Walaupun regulasi tersebut telah diatur serta dilaksanakan tetapi kejahatan
tindak pidana korupsi senantiasa terjalin apalagi ketentuan yang ada di dalam undang-
undang tersebut masih terdapat celah hukum yang bisa di manfaatkan oleh para pelakon
kejahatan supaya terbebas dari ancaman pidana. Memang sudah tidak lazim lagi kita
mendengar bahwa rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini disebutkan telah
mengatur suatu norma hukum yang bersifat Extra Ordinary Crime. Seperti yang terdapat
didalam Pasal 20 ayat 7, dimana pasal tersebut dapat memberikan peluang terhadap
korporasi untuk melakukan kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Tujuan dari
penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui jenis-jenis sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana korupsi; Kedua, untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi
selain dari sanksi pidana denda. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif,
Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data secara deskriptif
dan menganalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pemberian
sanksi oleh korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana
denda dan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, Tidak ada sanksi pidana lain yang
terkandung serta termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia selain dari pidana denda dan sanksi administrasi.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, dan Korupsi
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ABSTRACT

Corruption is type of crime that has recently become more prevalent in Indonesia, where
the consequences of such actions are far-reaching and deplorable for the people. The
Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is one of the regulations that
consider the people; the existence of this regulation is hoped to prevent the formation of
criminal acts in the field of corruption. Despite the fact that these regulations have been
regulated and implemented, corruption crimes are always intertwined, especially since
the provisions contained in the law also have legal loopholes that perpetrators of crimes
can exploit in order to be free of criminal threats. It is not uncommon to hear that the
current legal regime for eradicating corruption is sait to have regulated an extra
ordinary crime. As stated in Article 20 paragraph 7, the article can allow corporations to
commit crimes in the form of criminal acts of corruption. The research objectives are as
follows: First, to determine the types of criminal sanctions imposed on corrupt
perpetrators;, Second to determine the criminal imposition of corporations other than
fines. This research is a normative juridicial research. The analysis method descriptive
qualitative is used in the, which means that data is presented descriptively and analyzed
qualitatively. The results of this study are: First, the imposition of sanctions by
corporations that commit acts of corruption is threatened with criminal sanctions and
administrative sanctions based on the Laws and Regulations for the Eradication of
Corruption Crimes in Indonesia; Second, aside from criminal fines and administrative
penallties, there are no further criminal penalties in Indonesia’s Laws and Regulations for
the Eradication of Corruption Crimes.

Keyword : Corporation, Criminal act, and Corruption.
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